PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasd 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesa, perlu ditetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menginget:

1. Pesd 5ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik
Indonesa (Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasd 1

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa addah pegawa negeri pada
Kepolisan Negara Republik Indonesia

2. Didplin addah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan
displin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Peauran Didplin  Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa adalah
serangkaian norma untuk membina, menegekkan digplin dan memdihara tata tertib
kehidupan anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa.

4. Pdanggaran Peraturan Didplin  addah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota
Kepolisan Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

5. Tindekan displin addah serangkaian teguran lisan dan/aau tindskan fisk yang
bersfaa membing, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisan
Negara Republik Indonesia

6. Hukumaen digplin addah hukuman yang dijaunkan oleh aasan yang berhak
menghukum kepada anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa mddui Sdang
Displin.

7. Penempatan ddam tempat khusus addah sdah satu jenis hukuman displin yang
dijatuhkan kepada anggota Kepolisan Negaa Republik Indonesa yang tedah
melakukan pelanggaran  displin - dengan  menempatkan terhukum ddam  tempat
khusus.

8. Sidang digplin addah sdang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran
displin yang dilakukan anggota K epolisian Negara Republik Indonesia.

9. Atasan addah sdtigp anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang karena
pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesayang lain.

10. Atasan langsung addah anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang karena
jabatannya mempunya wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.



11. Atasan tidek langsung addah setigp anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia
yang tidak mempunya wewenang langsung terhadap bawahan.

12. Bawahan adalah setigp anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia yang pangkat
dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.

13. Atasan yang berhak menghukum, sdanjutnya disngkat Ankum, addah atasan yang
karena jabatannya diberi kewenangan menjatunkan hukuman displin kepada
bawahan yang dipimpinnya.

14. Atasan Ankum addah atasan langsung dari Ankum.

15. Provos adadlah satuan fungs pada Kepolisan Negara Republik Indonesa yang
bertugas membantu pimpinan  untuk membina dan menegekkan displin  serta
memedlihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

16. Kepda Kepolisan Negara Republik Indonesa yang sdanjutnya dissbut Kapolri
addah pimpinan Kepolisan Negara Republik Indonesa dan penanggung jawab
penydenggaraan fungs kepolisan.

Pasal 2
(1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:
a. AnggotaKepolisan Negara Republik Indonesia, dan
b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum
yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisan Negara Republik
Indonesia yang sedang menjaani pidana penjara.

BAB Il
KEWAJBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pesal 3

Ddam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisan Negara
Republik Indonesa wgib:
a. sdia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
b. mengutamakan kepentingan negara di aas kepentingan pribadi atau golongan serta
menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisan
Negara Republik Indonesia;
menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebalk-baiknya;
hormat- menghormati antar pemeluk agama;
menjunjung tinggi hak asad manusig;
menaati peraturan perundang-undangan yang berleku, baik yang berhubungan dengan
tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
melgporkan  kepada aasannya gpabila  mengetahui ada had yang dapat
membahayakan dan/atau merugikan negaral pemerintah,
bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
berpakaian rapi dan pantas.
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Pasd 4

Dalam pel aksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wgib:

a memberikan pelindungan, pengayoman, dan peayanan dengan sebalk-baknya
kepada masyarakat;

b. memperhatikan dan menydesakan dengan sebak-baknya lgporan  dan/atau
pengaduan masyarakat;

C. menadi sumpah dau janji anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa serta
sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. meaksanakan tugas sebak-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab;

e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
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menaati segala peraturan perundang- undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
membimbing bawahannya dadam me aksanakan tugas;

memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;

mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestas kerja;

memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;

menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;

menaeti ketentuan jam kerja;

menggunakan dan memdihara barang milik dinas dengan sebalk-baiknya;
menciptakan dan memelihara suasana kerja yang bak.

Pasd 5

Daam rangka memeihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisan
Negara Republik Indonesia dilarang:

a

b.
C.
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melakukan hd-hd yang dagpat menurunkan kehormaan dan martaba negara
pemerintah, atau Kepolisan Negara Republik Indonesia;

mel akukan kegiatan politik praktis;

mengikuti diran yang dapat menimbulkan perpecahan a@au mengancam persatuan
dan kesatuan bangsa;

bekerjasama dengan orang lain di ddam aau di luar lingkungan kerja dengan tujuan
untuk memperolen keuntungan pribadi, golongan, aau pihak lan yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;

bertindek sdaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk  mendapatkan
pekerjaan atau pesanan dari kantor/ingdans Kepolisan Negara Republik Indonesa
demi kepentingan pribadi;

memiliki ssham/modal ddam perusshean yang kegiatan usahanya berada ddam
ruang lingkup kekuasaannya;

bertindak sebagal pelindung di tempat perjudian, prostitus, dan tempat hiburan;

menjadi penagih piutang atau menjadi peindung orang yang punya utang;

menjadi perantara/makelar perkara;

menelantarkan keluarga.

Pasal 6

Daam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisan Negara Republik Indonesiadilarang:
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membocorkan rahasia operas kepolisan,

meningga kan wilayah tugas tanpaizin pimpinan;

menghindarkan tanggung jawab dinas,

menggunakan fadllitas negara untuk kepentingan pribadi;
menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
mengontrakkan/menyewakan rumah dinas,

menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;

mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;

berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;

. memanipulas perkarg;

membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;

mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi  petugas dengan  pangkat  dan
jabatannya dalam penerimaan caon anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia;
mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah
kebenaran materil perkara;

mel akukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghdangi, aau mempersulit sdah
sau pihak yang dilayaninga sehingga mengekibatkan kerugian bagi  pihak  yang
dilayani;

menya ahgunakan wewenang;

menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;



t. menyaahgunakan barang, uang, atau surat berhargamilik dinas,

u. memiliki, menjud, membdi, menggadakan, menyewakan, meminjankan, dau
menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secaratidak sah;

V. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisan
Negara Republik Indonesia, kecudi karenatugasnya;

w. melakukan pungutan tidek sah ddam bentuk gpa pun untuk kepentingan pribadi,
golongan, aau pihak lain;

X. memaka perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisan Negara
Republik Indonesa.

Pasd 7
Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang ternyata melakukan peanggaran
Peraturan Displin Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa dijatuni sanks berupa
tindakan didplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8
(1) Tindakan displin berupa teguran lisan dar/atau tindakan fisk.
(2) Tind&kan digplin ddam aya (1) tidek menghgpous kewenangan Ankum untuk
menjatuhkan Hukuman Displin.

Pasd 9
Hukuman digplin berupa:
teguran tertulis;
penundaan mengikuti pendidikan paing lama 1 (satu) tahun;
penundaan kenaikan ggji berkaa;
penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
mutas yang bersfat demos;
pembebasan dari jabatan;
penempatan daam tempat khusus paing lama 21 (dua puluh satu) hari.
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Pasa 10

(1) Bilamana ada hd-hd yang memberatkan peanggaran displin, penempaan ddam
tempat khusus sebagai-mana dimeksud ddam Pasd 9 huruf g, dapa diperberat
dengan tambahan maksma 7 (tujuh) hari.

(2) HA-hd yang memberakan sebagamana dimeksud ddam aya (1) apabila
pel anggaran dilakukan pada saat:
a. negara aau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
b. daam operas khusus kepolisan, aau
c. ddamkondis saga

Pasa 11
(1) Tindekan displin sebagamana dimaksud daam Pasd 8 dapat dijatunkan secara
kumulatif.
(2) Hukuman digplin sebagamana dimeksud ddam Pasd 9 dijatuhkan secara dternatif
atau kumulatif.

Pasal 12
(1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
(2) Penjatuhan hukuman displin gugur karena pdanggar displin:
a. meninggd dunia,
b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji  kesehatan
Kepolisan Negara Republik Indonesia.

Pasal 13
Anggota Kepolisan Negaa Republik Indonesa yang dijauhi  hukuman displin Iebih
dari 3 (tiga) kai dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan Statusnya sebagal anggota
Kepolisan Negara Republik Indonesia, depat diberhentikan dengan hormat atau tidak



dengan hormat dari dinas Kepolisan Negara Republik Indonesa mddui Sdang Komis
Kode Etik Profes Kepolisan Negara Republik Indonesia.

BAB Il
PENY ELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasa 14
(1) Penjatunan tindakan displin dilaksanekan seketika dan langsung pada  saat
diketahuinya peanggaran displin yang dilakukan oleh anggota Kepolisan Negara
Republik Indonesia
(2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan daam sdang disiplin.
(3) Penentuan penydesdan pdanggaan Peauran Digplin mddui  gdang digplin
merupakan kewenangan Ankum.

Pasal 15
Pgabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adaah:
a  aasan langsung;
b. atasan tidak langsung; dan
c. anggota Provos Kepolisan Negara Republik Indonesa sesua dengan lingkup tuges
dan kewenangannya.

Pasa 16
(1) Pgaba yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin addah:
a.  Ankum, darv/atau
b. Atasan Ankum.
(2) Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa
dan memuitus atas keberatan yang digjukan oleh terhukum.
(3) Ankum d lingkungan Kepolisan Negara Republik Indonesia secara berjenjang
adalah sebagal berikut:
a.  Ankum berwenang penuh,
b. Ankum berwenang terbatas, dan
c. Ankum berwenang sanget terbatas.
(4) Ketentuan sebagaimana dimeksud ddam ayat (2) diaur lebih lanjut  dengan
Keputusan Kapolri.

Pasa 17
(1) Sebdum menjatuhkan  hukuman  displin, Ankum  wgib memeriksa lebih  dahulu
anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang disangka medakukan
pelanggaran displin itu.
(2) Pgabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adaah:
a.  Ankum,
b. Atasanlangsung,
C. Atasan tidak langsung,
d. Provos Kepolisan Negara Republik Indonesia, atau
e. Pgaba lan yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 18
(1) Apabila aas pertimbangan Ankum pelanggaran displin yang dilakukan oleh anggota
Kepolisan Negara Re-publik Indonesia dapat dijatuni  hukuman digplin, maka
pemeriksaan dilakukan medui sdang disiplin.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dilakukan secaraintern.

Pasa 19
Ankum berwenang memerintahkan Provos Kepolisan Negara Republik Indonesia untuk
melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang
disangka meakukan pelanggaran displin.



Pasal 20
Ankum bewenang memeintahkan disdenggarakannya ddang  digplin terhadap
anggotanya yang disangka melakukan peanggaran disiplin.

Pasal 21
Sebdlum mdaksanekan Sidang Displin, Ankum meminta pendgpat dan saran hukum dari
sauan  fungs pembineen  hukum Kepolisan Negara Republik Indonesa guna
menentukan perlu atau tidaknya dilakukan Sdang digplin.

Pasd 22
Provos Kepolisan Negara Republik Indonesia berwenang:
a.  meakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
b. membantu pimpinan menyeenggarakan pembinaan dan penegaken displin, serta
memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. menydenggarakan sdang displin aas perintah Ankum;
d. meaksanakan putusan Ankum.

Pasa 23
Ankum menydenggarakan Sidang Displin pding lambat 30 (tiga puluh) hai setelah
meneima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan  Pdanggaran  Digplin dari  satuan  fungs
Provos.

Pasd 24
Daam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:
a. dtuad dan kondis ketika pelanggaran itu terjadi;
b. pengulangan dan perilaku sehari-hari pdanggar displin;
c. tewuyjudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetgp menjunjung
tinggl hak asas manusia

Pasal 25
Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan meaui tahgpan:
a. laporan atau pengaduan,;
b. pemeriksaan pendahuluan;
c. pemeriksaan di depan sidang disiplin;
d. penjatuhan hukuman displin;
e. peaksanaan hukuman;
f. pencatatan daam Data Personel Perseorangan.

Pasal 26
Sidang Displin dilaksanakan sesua dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisan
Negara Republik Indonesia.

Pasal 27
Satuan kerja yang berwenang melaksanakan sdang displin, susunan keanggotaan dan
perangkat sdang disiplin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapalri.

Pasal 28
Apdbila peanggar didplin tidek diketahui keberadaannya, setdah meddui  prosedur
pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sdang displin
tanpa kehediran pelanggar.

Pasal 29
(1) Hukuman digplin ditetapkan dengan Surat Keputussn Hukuman Didplin - dan
disampaikan kepada terhukum.
(2) Provos mdaksanakan putusan sidang displin yang berupa penempatan ddam tempat
khusus.



(3) Ankum berkewgjiban melgporkan hasl pelaksanaan sdang didplin kepada atasan
Ankum.

(4) Surat Keputusan Hukuman Didplin dicatat ddam Data Personel Perseorangan yang
bersangkutan.

Pasal 30

(1) Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang dijatuni  hukuman displin
berhak mengg ukan keberatan.

(2) Keberatan sebagamana dimaksud daam ayat (1) digukan tertulis kepada atasan
Ankum mdaui Ankum  dengan mencantumkan aasan keberatan.

(3) Tenggang wektu pengguan keberatan pding lama 14 (empat bdas) hai setelah
terhukum menerima putusan hukuman digplin.

(4) Ankum waib menerima pengguan keberatan dari terhukum dan meneruskannya
kepada atasan Ankum.

Pasal 31

(1) Apabila keberatan terhukum ditolak sduruhnya, maka atasan Ankum menguatkan
putusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.

(2) Apabila keberatan terhukum diterima sduruhnya, maka aasan Ankum membatalkan
putusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.

(3) Apabila keberatan terhukum diterima sebagian, maka aasan Ankum mengubah
putusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.

(4) Atasan Ankum berwenang menolak aau mengabulkan sduruh  atau  sebagian
keberatan dengan memperhatikan pendapat dan saran dari satuan fungs  pembinaan
hukum K epolisan Negara Republik Indonesia.

(5) Putusan aasan Ankum sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama
30 (tigapuluh) hari sgjak diterimanya penggjuan keberatan.

(6) Surat Keputusan atasan Ankum terhadap pengguan keberatan terhukum sebagaimana
dimaksud ayat (1), (2), dan (3), disampaikan kepada pemohon keberatan.

(7) Putusan atasan Ankum atas keberatan terhukum, merupakan keputusan akhir.

Pasal 32

(1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasd 9 berlaku:

a. goabila ddam tenggang waktu 14 (empat beas) hari terhukum tidak menggukan
keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Ankum berlaku pada hari ke-15 (kdima
belas);

b. gpabila ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mula berlaku sgak
tanggd putusan atas keberatan itu diputuskan.

(2 Ddam hd terhukum tidek hadir ddam ddang displin davatau setelah dilakukan
pencarian terhadgp terhukum untuk menyampakan hasl putusan hukuman displin
tidak ditemukan, maka putusan hukuman digplin tersebut berlaku sgak hari ke-30
(ketiga puluh) terhitung mulal tanggd keputusan itu diputuskan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENEMPATAN DALAM TEMPAT KHUSUS

Pasal 33
(1) Penempatan ddam tempat khusus ditentukan oleh Ankum.
(2) Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang ditempatken daam tempat
khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecudi aasizin Ankum.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34
Ha lan yang bergfat sangat teknis dan bdum diaur ddam Peraiuran Pemerintah ini
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapoalri.



Pasal 35
Hukuman displin yang tdah dijaunkan sebdum Peraiuran Pemerintah ini ditetgpkan
tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Peraturan Pemerintah ini mulal berlaku padatangga diundangkan.
Agar sdtigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jekarta
pada tangga 1 Januari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta
padatangga 1 Januari 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Suau organised sddu mempunya auran intern daam rangka meningkatkan kinerja,
profesondisme, budaya organisss maupun kebersamaan, kehormatan  dan
kredibilitas organisad tersebut serta untuk menjamin terpdiharanya tata tertib dan
pelaksanaan tugas sesua tujuan, peranan, fungs, wewenang dan tanggung jawab
indtitus tersebut.

Organisas yang bak bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas
bertindak semaunya, organisas harus punya auran tata tertib perilaku bekerja,
bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia dan
bergaul dengan masyarakat lingkungan organisas tersebut. Namun juga ikatan aturan
terscbut janganlah memasung inovas dan kredifitas anggota Kepolisan Negara
Republik Indonesiayang lau membuat organisas tersebut atistidak berkembang.
Organisas yang balk dan kuat addah organisas yang punya auran tata tertib intern
yang bak dan kuat pula Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode
etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adadah tentang displin, namun disadari
bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagal aturan intern tesebut, sdddu ada
warna abu-abu, sdadu ada 99 terang dan 99 gelgp, akan sdau ada tumpang tindih
antara berbaga auran, namun harus diminimakan had-hd yang tumpang tindih
tersebut.

Displin addah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas
dan komitmen, didplin anggota Kepolisan Negaa Republik Indonesa addah
kehormatan sebaga  anggota Kepolisan Negaa Republik Indonesa yang
menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagal anggota Kepolisan Negara Republik
Indonesia, karenanya pembuatan peraturan displin bertujuan untuk meningkatkan
dan memdihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Ddam hd ini kredibilitas dan
komitmen anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa adaah sebaga pejabat
negara yang diberi tugas dan kewenangan sdaku pdindung, pengayom, dan pelayan
masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Komitmen berbeda dengan loyditas, loyditas cendrung mengarah ke loyditas mutlak
dan beryjung pada kecendrungan penguasalpimpinan  untuk  menyaahgunakan
loyditas tersebut (abuse of power). Oleh karena itu pelaksanaan displin itu harus
didasarkan pada persetujuarn/kesadaran daripada rasa takut, dan didasarkan kepada
komitmen daripada loyditas.

Dewasa ini tidek ada batias yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan di
pekerjaan, apdagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisan Negara Republik
Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengend waktu.
Kegiatan Polig, khususnya karena hd itu merupakan identitas dua puluh empa jam
terus menerus. Seorang anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia yang sedang
tidek bertugas, tetap dianggap sebaga sosok polis yang sddu dgp memberikan
perlindungen kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata
kehidupan anggota Kepolisan Negaa Republik Indonesa sdaku pribadi daam
kehidupan bermasyarakat.

Perubahan dtuas ketatanegaraan yang menyebabkan perauran  digplin - yang
dipergunakan sdama ini tidek sesua lagi dengan tuntutan perkembangan, meka
dirasa perlu untuk menyusun Peraturan Displin bagi Anggota Kepolisan Negara
Republik Indonesa dengan tetgp menekankan akan pentingnya pemguan dan
penghormatan akan hak asas manusia



Untuk membina anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia daam suasana kerja
yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidekpadtian, serta membina pula
karakter dan kultur baru sesua tuntutan reformad, antara lain diperlukan adanya
Peraturan Didplin yang memuat pokok-pokok kewgjiban, larangan dan sanks apabila
kewsgjiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.

Daam Peraturan pemerintah ini diatur dengan jelas kewgiban yang harus ditaati dan
larangan yang tidek boleh dilanggar oleh setigp Anggota Kepolisan Negara Republik
Indonesia yang mdakukan peanggaran disiplin.

Sdan dari pada itu ddam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tata cara pemeriksaan,
tata cara penjatunan hukuman displin, serta tata cara pengguan keberatan gpabila
Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang dijatuhi hukuman displin itu
merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Tujuan hukuman displin  addah untuk memperbaki dan mendidik anggota
Kepolisan Negara Republik Indonesa yang meakukan peanggaran disiplin. Oleh
sebab itu setigp Ankum wgib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota
Kepolisan Negara Republik Indonesa yang meakukan pdanggaran disiplin itu.
Hukuman digplin yang dijauhkan harudah setimpa dengan pedanggaran  digplin
yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Karena itu ddam sdtigp penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para
Ankum harus pula mempertimbangkan suasana  lingkungan dan  suasana emosiond
anggota Kepolisan Negaa Republik Indonesa yang mdanggar displin, dan
mempertimbangkan pula penggunaan  kewenangan yang berlebihan  dan  tidek
proporsona, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisan Negara Republik
Indonesia pada umumnya

Meskipun tdah disusun perauran displin anggota Kepolisan Negara Republik
Indonesia ini dengan sebak mungkin, namun keberhaslan penergpannya  akan
ditentuken oleh komitmen sduruh anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia,
terhadap pembentukan displinnya dengan titik berat pada keberhaslan pelaksanaan
tugas sesual amanat dan hargpan warga masyarakat.

. PASAL DEMI PASAL

Pasd 1
Cukup jelas
Pasal 2
Aya (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimeksud “merekd idah dswa pada Lembaga Pendidikan dan Latihan
Kepolisan Negara Republik Indonesia.
Aya (2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasd 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf



yang dimaksud dengan peraturan kedinasan yang berleku idah berbaga  bentuk
keputusan, instruks, surat keputusan, petunjuk, peraturan, dan surat telegram,
misanya peraturan penghormatan, peraturan baris berbaris, peraturan urusan dalam,
tata upacara, peraturan seragam dinas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf |

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pesal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pesal 8

Cukup jelas

Pasa 9

Huruf a

Hukuman digplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara
tertulis oleh Ankum kepada anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang
melakukan pdanggaran digplin.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Hukumen digplin yang berupa penundsan ggi berkaa ditetapkan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paing lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan
kenaikan ggji berkdatersebut dihitung penuh untuk kenaikan ggji berkaa berikutnya

Huruf d

Penundaan kenalkan pangkat ddam arti ditunda usul kenaikan pangkainya atau
ditunda pelantikan pangkatnya.

Huruf e

Yang dimeksud dengan “mutas yang berdfat demos” idah mutas yang tidak
bersfat promos jabatan.

Huruf f

Pembebasan dari jabatan daam arti pembebasan dari jabatan struktural. Pembebasan
dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu.
Sdama pembebasan dari jabatan, anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa
yang bersangkutan menerima penghasilan penuh, kecudi tunjangan jabatan.

Huruf g

“tempat khusus’ yang dimaksud addah dapat berupa markas, rumah kediaman,
ruangan tertentu, kapa, atau tempat yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 10

Cukup jelas



Pasd 11

Aya (1)

Yang dimeksud dengan “secara kumulatif” idah dapat diberikan lebih dari saiu
tindakan disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin.

Aya (2)

Yang dimaksud dengan “secara dternatif” idah penjatuhan hukuman displin hanya
dapat dikenakan satu jenis hukuman.

Pasd 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pdanggar digplin dapat diberhentikan tidek dengan horma gpabila meakukan
pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama.

Pasa 14

Aya (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

“Kewenangan Ankum” mengandung ati Ankum mempunya kewenangan untuk
menjatuhkan

Pasa 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Anggota Provos ddam ha menjaiuhkan tindakan displin harus disesuaikan dengan
hierarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Kepolisan Negara
Republik Indonesa.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Pemeriksaan Provos addlah mempunyai kuaifikes sebagai penyidik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pgabat lan” idah pewira yang ditugaskan untuk
mel akukan pemeriksaan pelanggaran disiplin yang bersfat ssmentara

Pasal 18

Ayat (1)

Penjaunan  tindekan digplin  dengan terlebih  dahulu  menanyakan  dasan
penyebabnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Has| pemeriksaan berbentuk berkas perkara disiplin.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21



Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Pding lambat 30 (tiga puluh) hari dengan pertimbangan adanya kesulitan trangportas
darv/atau komunikas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimeksud dengan “dtuas dan kondis” idah suasana pada ssat pelanggaran
terscbut dilakukan, misanya pada waktu bertugas mengenddikan unjuk rasa yang
cenderung anarkis dan/atau masa yang memprovokas tindakan kekerasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasa 31

Cukup jelas

Pasal 32

Aya (1)

Huruf a

Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari itu anggota Kepolisan Negara Republik
Indonesa yang bersangkutan tidek menggukan keberatan, maka had itu berarti ia
menerima putusan hukuman digplin itu, oleh sebab itu hukuman digplin tersebut
harus dijdankan mula hari ke 15 (lima belas).

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Yang dimeksud dengan “aas izin Ankum” antara lan meaksanakan kegiatan
keagamaan, melaksanakan kewsgjiban sosid yang sangat mendesak.

Pasal 34

Yang dimeksud dengan “yang berdfat sangat teknis’ addah ketentuanketentuan
yang berkaitan dengan tata kehidupan displin anggota Kepolisan Negara Republik
Indonesia, antara lain: Peraturan Penghormatan Anggota Kepolisan Negara Republik
Indonesia, Tata Upacara Kepolisan Negara Republik Indonesia, Peraturan Urusan
Dalam Kepolisan Negara Republik Indonesa

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas
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